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PENJELASAN 

ATAS 

 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH 

 
NOMOR       7     TAHUN 2023 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 
I. UMUM  

Otonomi daerah merupakan salah satu hal penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan. Otonomi 
daerah merupakan dasar untuk memperlancar pelaksanaan 
demokrasi dan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan umum 
(bestuur zorq), disamping untuk menjaga keutuhan negara 
kesatuan. Daerah otonom dapat mengurus sendiri urusan 
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan usaha 
untuk memperbaiki sistem pembangunan untuk mencapai 
kesejahteraan rakyat dengan memberikan kewenangan kepada 
Pemerintah Daerah untuk menjalankan pembangunan ekonomi 
berdasarkan basis ekonomi yang dimiliki wilayah yang dipimpin. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah mengatur bahwa pemberian sumber Penerimaan Daerah 
berupa Pajak dan Retribusi merupakan salah satu lingkup 
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di 
dalam Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang ini dijelaskan 
bahwa dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional 
secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada 
Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan 
melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber perpajakan 
Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan 
harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Daerah telah 
berlaku 2 (dua) Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan 10 
(sepuluh) Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah, masing-
masing untuk golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa 
Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Sejalan dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Pajak dan 
Retribusi dilakukan penyesuaian.  

 



- 2 - 

 

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah menentukan bahwa seluruh jenis Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.   

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Materi muatan Pajak dalam 
Peraturan Daerah meliputi Objek Pajak, Subjek dan Wajib Pajak, 
dasar pengenaan Pajak, saat terutang Pajak, dan tarif Pajak 

terhadap 7 (tujuh) jenis Pajak, yaitu PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, 

PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB. Sedangkan 
pengaturan Retribusi meliputi jenis Retribusi Jasa Umum, 
Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Khusus 
Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha mengatur jenis 
pelayanan sebagai objek pungutan Retribusi tersebut sesuai yang 
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, dengan ketentuan memperhatikan kewenangan Daerah.  

 

Selain pengaturan di atas, Peraturan Daerah ini juga 
mengatur mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak; Bagi Hasil 
Pajak; penggunaan hasil penerimaan Pajak untuk kegiatan yang 
telah ditentukan; tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi; 
pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau 
penundaan atas pokok Pajak/Retribusi; pengembalian kelebihan 
pembayaran Pajak dan Retribusi; kerahasiaan data Wajib Pajak; 
pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung 
kemudahan berinvestasi; dan insentif Pemungutan Pajak dan 
Retribusi. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 
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Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan 
hukum antara orang pribadi atau Badan dengan Alat 
Berat yang namanya tercantum di dalam bukti 
kepemilikan atau dokumen yang sah. 
 
Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan   
dan/atau penguasaan fisik Alat Berat oleh orang pribadi 
atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut 
ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Lihat penjelasan Pasal 21. 
Ayat (2) 

Lihat penjelasan Pasal 21. 
Ayat (3) 

Lihat penjelasan Pasal 21. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 25 

Cukup jelas. 
Pasal 26 

Cukup jelas. 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
Pasal 28 

Cukup jelas. 
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Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 
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Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Contoh perhitungan: 
Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di 
Kabupaten X di wilayah Daerah melakukan pengambilan 
MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut 
sebesar Rp 500.000.000,- Tarif Pajak MBLB dalam 
Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten X sebesar 20%, sedangkan tarif Opsen Pajak 
MBLB dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
sebesar 25%, maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang 
dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten X sebagai 
berikut:  
a. Pajak MBLB terutang = 20% x Rp 500.000.000,- = Rp 

100.000.000,- 
b. Opsen Pajak MBLB terutang = 25% x Rp100.000.000,- 

= Rp 25.000.000,-. 
 
Total Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terutang = Rp 
125.000.000,-.  
 
Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah 
Kabupaten X, sedangkan Opsen Pajak MBLB menjadi 
penerimaan Daerah. 

 
Pasal 59 

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat 
timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, 
untuk kepentingan administrasi perpajakan saat 
terutangnya Pajak dapat terjadi pada:  
a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BBNKB;  
b. akhir Masa Pajak, misalnya untuk PBBKB; atau  
c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PKB. 
 
Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah 
persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai 
Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah. 

 
Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah 
persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai 
Objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerahpersyaratan yang sesuai dengan 
ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
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Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Ayat (1)  

Cukup jelas. 
Ayat (2)  

Kegiatan "penegakan hukum" minimal berupa 
sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil 
tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. 
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil 
tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal 
dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah 
daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil 
penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi 
ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan 
operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan 
apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak 
mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Ayat (1)  

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “Tepi Jalan Umum” 
adalah bagian tepi jalan di dalam ruang 
milik jalan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (7)  
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Yang termasuk pelayanan administrasi meliputi pelayanan 
pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, 
dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat 
penatausahaan pelayanan kesehatan. 

Pasal 66 
Lihat penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c. 
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Pasal 67 
Ayat (1)  

Cukup jelas. 
Ayat (2)  

Cukup jelas. 
Pasal 68 

Cukup jelas. 
Pasal 69 

Cukup jelas. 
Pasal 70 

Ayat (1)  
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “tempat khusus 
parkir di luar badan jalan” adalah tempat 
khusus parkir di luar ruang milik jalan. 
Contoh tempat khusus parkir di luar badan 
jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah: 
1. tempat parkir yang terdapat di kantor 

Pemerintah Daerah, seperti kantor 
Gubernur, atau kantor Organisasi 
Perangkat Daerah; 
 

2. tempat parkir yang disediakan di gedung 
atau bangunan yang dimiliki atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti 
pada rumah sakit, pasar, sarana   
rekreasi   dan/atau   sarana   umum   
lainnya   milik Pemerintah Daerah. 

Huruf d 
Contoh tempat penginapan/ 
pesanggrahan/villa yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah, seperti asrama, hotel, atau 
aula/ruangan yang dimiliki dan/atau 
dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah 
yang difungsikan sebagai tempat 
penginapan/ pesanggrahan/villa. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 
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Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (7)  
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Lihat penjelasan Pasal 70 ayat (1) huruf c.  

Pasal 74 
Lihat penjelasan Pasal 70 ayat (1) huruf d.  

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik 
Daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang 
tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi 
barang milik Daerah dengan tidak mengubah status 
kepemilikan.  

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

Pasal 87 
Cukup jelas. 

Pasal 88 
Cukup jelas. 
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Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal 90 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” 
adalah izin untuk melaksanakan usaha 
pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat 
dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 

Pasal 92 
Cukup jelas. 

Pasal 93 
Cukup jelas. 

Pasal 94 
Cukup jelas. 

Pasal 95 
Cukup jelas. 

Pasal 96 
Cukup jelas. 

Pasal 97 
Cukup jelas. 

Pasal 98 
Cukup jelas. 

Pasal 99 
Cukup jelas. 

Pasal 100 
Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup jelas. 

Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

Pasal 105 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107 
Cukup jelas. 

Pasal 108 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-
undangan” adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
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Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Pasal 109 
Cukup jelas. 

Pasal 110 
Cukup jelas. 

Pasal 111 
Cukup jelas. 

Pasal 112 
Cukup jelas. 

Pasal 113 
Cukup jelas. 

Pasal 114 
Cukup jelas. 

Pasal 115 
Cukup jelas. 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

Pasal 117 
Cukup jelas. 

Pasal 118 
Cukup jelas. 

Pasal 119 
Cukup jelas. 

Pasal 120 
Cukup jelas. 

Pasal 121 
Cukup jelas. 

Pasal 122 
Cukup jelas. 
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